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ABSTRAK
Muhammad Taufik Riyadi : Collaborative Governance dalam
Pengembangan Gig Economy di Kota
Padang

Penelitian ini menganalisis collaborative governance dalam pengembangan gig
economy di Kota Padang, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan
penghambatnya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian (DISNAKERIN), Dinas Koperasi dan UMKM (DISKOP &
UMKM), serta para gig worker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
collaborative governance telah dimulai melalui peran aktif pemerintah daerah
sebagai fasilitator dan akselerator, terlihat dari program pelatihan kerja,
bimbingan usaha, dukungan pemasaran digital, dan fasilitasi akses pemodalan.
Namun, keterlibatan aktor non-pemerintah seperti akademisi dan LSM dalam
perumusan kebijakan masih terbatas, dan struktur kolaborasi formal jangka
panjang perlu dikembangkan. Faktor pendukung utama meliputi inisiatif
pemerintah, fleksibilitas kerja yang menarik bagi pekerja, serta pemanfaatan
teknologi dan jaringan digital. Sementara itu, faktor penghambat mencakup
ketidakpastian regulasi dan kebijakan platform yang merugikan pekerja,
minimnya perlindungan hukum dan sosial, kendala operasional dan ekonomi bagi
gig worker, keterbatasan anggaran pemerintah daerah, dan rendahnya literasi
digital di kalangan pelaku UMKM dan masyarakat pinggiran. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa penguatan kolaborasi lintas sektor, perumusan regulasi

II



yang lebih komprehensif, dan peningkatan literasi digital sangat krusial untuk
menciptakan ekosistem gig economy yang inklusif dan berkelanjutan di Kota
Padang.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Gig Economy, Kota Padang,

Perlindungan Pekerja, UMKM Digital.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangguran merupakan permasalahan global yang memengaruhi
stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara. Tingginya tingkat pengangguran
berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, menurunnya kualitas hidup
masyarakat, serta meningkatnya ketimpangan sosial. Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia per
Agustus 2024 sebesar 4,91%. Sementara itu, TPT di Kota Padang mencapai
9,88% pada November 2024, hampir dua kali lipat dari rata-rata nasional (BPS
Provinsi Sumatera Barat, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa Kota Padang
menghadapi tantangan serius dalam menyediakan lapangan kerja bagi
penduduknya.

Menurut Didi Aryadi, Asisten II PJ Wali Kota Padang (Padek, 4 Desember
2024), salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka
pengangguran di Kota Padang adalah banyaknya lulusan perguruan tinggi yang
memilih menetap setelah menyelesaikan pendidikan. Hal ini menyebabkan
ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja,
terutama di sektor formal. Dalam konteks ini, diperlukan peran aktif pemerintah
untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi alternatif yang mampu menyerap
tenaga kerja, salah satunya melalui gig economy.

Gig economy merupakan sistem kerja berbasis permintaan (on-demand), di

mana individu menawarkan jasa atau keterampilan melalui platform digital untuk



proyek jangka pendek tanpa hubungan kerja formal (Stefano, 2016).

Pekerja dalam ekosistem ini, yang dikenal sebagai gig worker, biasanya
bekerja sebagai freelancer, kontrak, atau paruh waktu, dan mendapatkan
pekerjaan melalui aplikasi seperti Gojek, Grab, atau platform layanan daring
lainnya.

Di tengah terbatasnya lapangan kerja formal, gig economy menjadi solusi
alternatif bagi banyak individu untuk tetap produktif secara ekonomi. Namun,
keberhasilan pengembangan sektor ini sangat bergantung pada dukungan regulasi,
pelatihan, dan infrastruktur digital yang memadai. Dalam hal ini, pemerintah
memegang peran penting sebagai fasilitator, regulator, sekaligus akselerator.

Pemerintah diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang responsif
terhadap perubahan struktur ketenagakerjaan, memberikan perlindungan sosial
bagi pekerja gig, serta memastikan akses yang merata terhadap teknologi dan
pelatihan digital.

Jika dibandingkan dengan beberapa kota besar lainnya di Indonesia,
pengembangan gig economy di Kota Padang masih tergolong awal dan belum
terstruktur dengan baik. Sebagai perbandingan, Kota Surabaya telah menunjukkan
komitmen kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Pemerintah Kota
Surabaya menyediakan fasilitas pelatihan keterampilan digital melalui program
Broadband Learning Center (BLC) yang tersebar di setiap kelurahan, bekerja
sama dengan platform e-commerce seperti Lazada dalam memberikan pelatihan
UMKM digital, serta menyelenggarakan event seperti Surabaya Startup Festival

untuk mendukung inkubasi dan promosi startup berbasis teknologi



(Antaranews.com, 12 Juli 2024).

Demikian pula, Kota Bandung aktif membangun ekosistem digital dan
ekonomi kreatif melalui inisiatif seperti Bandung High Tech Valley dan Bandung
Techno Park, yang menjadi pusat riset dan pengembangan startup. Pemerintah
Kota Bandung juga bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam menyediakan
pelatihan keterampilan digital untuk mahasiswa dan masyarakat umum. Bahkan,
riset CSIS (2019) mencatat kontribusi gig worker di Bandung mencapai Rp10,1
triliun terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kota Bandung juga telah
menerbitkan regulasi yang mengatur aktivitas ojek online melalui Peraturan Wali
Kota dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), yang memberi kejelasan
hukum bagi gig worker di sektor transportasi daring (Kompas.com, 6 Agustus
2020).

Berbeda dengan Surabaya dan Bandung yang memiliki kebijakan digital
terintegrasi dan dukungan infrastruktur yang kuat, pengembangan gig economy di
Kota Padang masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah belum
meratanya infrastruktur internet, rendahnya literasi digital masyarakat, serta
belum adanya kebijakan spesifik yang secara komprehensif mendukung pekerja
digital. Padahal, potensi SDM di Kota Padang sangat besar, ditunjukkan oleh
jumlah lulusan dari 60 perguruan tinggi, 48 SMA, dan 38 SMK setiap tahunnya,
sebagaimana dicatat oleh Bappeda Kota Padang. Tanpa dukungan regulasi dan
kebijakan strategis dari pemerintah daerah, potensi ini berisiko tidak dimanfaatkan

secara optimal.



Pemerintah Kota Padang sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Daerah
No. 2 Tahun 2021 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan, yang mengakui
keberadaan pekerja berbasis aplikasi seperti ojek online. Selain itu, revitalisasi
pendidikan dan pelatihan vokasi juga mulai dilakukan. Namun, langkah-langkah
tersebut masih perlu diperkuat dan diperluas agar mampu menjawab tantangan
dinamis yang dihadapi sektor kerja digital masa kini.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri digital, dan lembaga
pendidikan menjadi aspek penting yang harus ditingkatkan dalam mendukung
pertumbuhan gig economy yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah harus
mampu mendorong pengembangan keterampilan digital, ketersediaan data dan
informasi mengenai gig economy, dan merancang kebijakan yang melindungi hak-
hak pekerja gig seperti jaminan sosial dan kepastian upah.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Collaborative Governance dalam
Pengembangan Gig Economy di Kota Padang”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat
diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Ketidakpastian pendapatan dan minimnya perlindungan sosial bagi pekerja
gig.

2. Kurangnya perlindungan hukum bagi pekerja gig.

3. Kurnagnya pengembangan keterampilan dan pelatihan bagi pekerja gig.

4. Belum maksimalnya ketersediaan data dan informasi mengenai gig



economy.
5. Kesenjangan akses literasi digital dalam masyarakat terutama didaerah
pinggiran Kota Padang.
6. Keterbatasan dana dalam penyelenggaraan pelatihan, sertivikasi, dan
inkubasi
C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka
penelitian ini dibatasi sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis collaborative governance dalam pengembangan gig
economy di Kota Padang.
2. Untuk Menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat
pengembangan gig economy di Kota Padang.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana collaborative governance dalam pengembangan gig economy
di Kota Padang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan gig
economy di Kota Padang?
E. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka

penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :



1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk ilmu pengetahuan terkait mata

kuliah Ekonomi Pembangunan di Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

2. Secara Praktis

1)

2)

3)

Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan
masukan pemerintah Kota Padang dalam collaborative governance
dalam pengembangan gig economy.

Bagi Gig Worker, penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi
para gig worker dalam mendapatkan hak dan kewajiban.

Bagi Peneliti, bagi peneliti memenuhi salah satu persyaratan guna
mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP) pada
Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang.



BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Implementasi collaborative governance dalam pengembangan gig
economy di Kota Padang telah dimulai, namun perlu penguatan
keterlibatan aktor non-pemerintah dan struktur formal yang lebih
komprehensif. Pemerintah Kota Padang, melalui Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian (DISNAKERIN) serta Dinas Koperasi dan UMKM
(DISKOP & UMKM), telah menunjukkan peran aktif sebagai fasilitator
dan akselerator dalam mendukung gig economy. Ini terlihat dari program
pelatihan kerja yang relevan, bimbingan dan konsultasi bagi pekerja,
upaya perlindungan pekerja (meskipun masih terbatas), koordinasi lintas
sektor, pemanfaatan platform digital, pembinaan dan pendampingan
UMKM berbasis gig, program inkubasi kewirausahaan, dukungan
pemasaran digital, serta kolaborasi akses pemodalan dengan lembaga
keuangan. Inisiatif ini mencerminkan karakteristik collaborative
governance yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta. Namun,
keterlibatan aktor lain seperti akademisi dan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan
program masih belum terlihat secara eksplisit dan terstruktur. Proses
pengambilan keputusan belum sepenuhnya berbasis konsensus dengan
semua pemangku kepentingan, dan kerangka kerja kolaborasi yang

formal dan jangka panjang perlu lebih dikembangkan untuk mengatasi
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isu-isu kompleks seperti perlindungan sosial dan kepastian hukum bagi
pekerja gig.

2. Pengembangan gig economy di Kota Padang didukung oleh inisiatif
pemerintah dan karakteristik pekerja yang adaptif, Namun Terhambat
oleh ketidakpastian regulasi, kendala operasional pekerja, keterbatasan
infrastruktur digital, dan rendahnya literasi digital. Faktor pendukung
utama pengembangan gig economy di Kota Padang meliputi inisiatif dan
program pemerintah daerah yang proaktif dalam pelatihan dan
pembinaan, serta karakteristik pekerja gig yang adaptif terhadap
fleksibilitas waktu dan otonomi kerja. Pemanfaatan teknologi dan
jaringan digital juga menjadi pendorong signifikan. Namun, terdapat
beberapa faktor penghambat yang penting, yaitu ketidakpastian
pendapatan dan minimnya perlindungan hukum serta sosial bagi pekerja
gig akibat status "mitra" yang rentan. Kendala operasional seperti
ketergantungan pada algoritma platform yang tidak transparan dan
kurangnya representasi serikat pekerja juga menjadi tantangan. Selain itu,
keterbatasan pemerintah daerah dalam pemerataan infrastruktur internet
dan rendahnya literasi digital masyarakat, terutama di daerah pinggiran,
masih menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan gig economy yang
inklusif dan berkelanjutan.

B. Saran
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, terdapat

beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait dalam
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pengembangan gig economy di Kota Padang.

1.

Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (DISNAKERIN) Kota
Padang, disarankan untuk memperkuat program pelatihan kerja yang
relevan dengan kebutuhan pasar gig economy, seperti digital marketing,
content creation, desain grafis, serta pengelolaan layanan berbasis
platform  digital. Pelatihan tersebut perlu disesuaikan dengan
perkembangan teknologi dan tren permintaan pasar. Selain itu,
DISNAKERIN diharapkan dapat meningkatkan kemitraan dengan
perusahaan platform dan sektor swasta untuk membuka akses rekrutmen
dan program magang bagi gig worker, serta mengembangkan sistem
monitoring dan basis data pekerja gig agar pemerintah memiliki
informasi akurat terkait jumlah, jenis pekerjaan, dan kebutuhan mereka.
Kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (DISKOP &
UMKM) Kota Padang, disarankan untuk menyediakan program inkubasi
bisnis yang secara khusus mendukung gig-based entrepreneurship.
Program ini sebaiknya mencakup pendampingan wusaha, akses
pembiayaan, dan promosi digital. DISKOP & UMKM juga diharapkan
mendorong kolaborasi antara gig worker dan UMKM lokal agar produk
dan layanan dapat dipasarkan lebih luas melalui platform digital. Tidak
hanya itu, fasilitasi literasi keuangan dan manajemen usaha juga penting
diberikan kepada gig worker yang ingin mengembangkan kegiatannya
menjadi usaha formal atau semi-formal.

Kepada para gig worker di Kota Padang, disarankan untuk senantiasa
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meningkatkan kompetensi digital dan keterampilan khusus yang relevan
dengan layanan yang mereka tawarkan, sehingga mampu bersaing di
pasar kerja yang semakin kompetitif. Mereka juga perlu membangun
jejaring profesional dengan sesama pekerja gig dan komunitas untuk
saling berbagi informasi, peluang kerja, dan dukungan. Selain itu,
pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban sebagai mitra
platform, termasuk perlindungan data, perjanjian kerja sama, dan
kebijakan tarif, menjadi hal penting untuk menghindari risiko yang dapat

merugikan.
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